PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 97 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN PEMERI NTAH REPUBLI K EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VI SA
( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI C
OF | NDONESI A AND THE GOVERNMVENT OF THE REPUBLI C
OF ECUADOR ON VI SA EXEMPTI ON)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2006 Penerintah
Republ i k Indonesia telah nenandatangani Persetujuan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik Ekuador
mengenai Penbebasan Vi sa (Agreenent between the Government of
t he Republic of Indonesia and the Governnent of the Republic
of Ecuador on Visa Exenption), sebagai hasil perundingan
antara Del egasi-del egasi Penerintah Republik |ndonesia dan
Peneri ntah Republ ik Ekuador;

b. bahwa sehubungan dengan itu, di pandang perlu untuk
mengesahkan Perset uj uan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt er nasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
4012);

3. Undang- Undang Nonmor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN  PRESI DEN  TENTANG  PENGESAHAN  PERSETUJUAN  ANTARA

PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMERI NTAH REPUBLI K EKUADOR

MENGENAI PEMBEBASAN VI SA ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF |INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

ECUADOR ON VI SA EXEMPTI ON)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Penerintah Republik Indonesia dan
Penerintah Republik Ekuador nengenai Penbebasan Visa (Agreenent
between the Governnment of the Republic of Indonesia and the
CGovernnent of the Republic of Ecuador on Visa Exenption) yang
tel ah ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2006 di Jakarta yang
sal i nan naskah aslinya dal am bahasa | ndonesi a, bahasa Inggris, dan
bahasa Spanyol sebagaimana terlanpir dan nmerupakan bagi an yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.



Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desenber 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desenber 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
DR HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 99

PERSETUJ UAN
ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH REPUBLI K EKUADOR
VENGENAI
PEMBEBASAN VI SA

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik
Ekuador, sel anjutnya di sebut sebagai "Para Pi hak",

MENG NGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua
negar a;

BERKEI NG NAN untuk | ebih nenperkuat hubungan persahabatan
t er sebut, berdasarkan asas tinbal bali k dengan nenberikan
kenmudahan perjal anan nmasuk warga negara |ndonesia dan Ekuador ke
negara mnasi ng- masi ng;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundnag-undangan yang
berl aku di nasi ng- masi ng negar a;

TELAH MENYETUJUI sebagai beri kut

Pasal 1
PEMBEBASAN VI SA

Warga Negara Republik Indonesia, penegang paspor diplomatik



atau paspor di nas yang berl aku, dan Warga Negara Republ i k Ekuador,
penegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor khusus yang
ber | aku, di bebaskan dari keharusan nenperoleh visa masuk, visa
transit dan visa tinggal dalam w layah Pihak |ain dalam jangka
waktu yang tidak nelebihi 14 (enpat belas) hari sejak tanggal
masuk, dengan kenungki nan perpanjangan nmaksimal 30 (tiga pul uh)
hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara
penerima dan permntaan tertulis dari msi diplomatik atau
konsul er dari Pi hak | ai nnya.

Pasal 2
MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara setiap
Pi hak sekurang-kurangnya 6 (enam bulan sebel um nemasuki wi | ayah
Pi hak yang | ain.

Pasal 3
PEMBATASAN VI SA

Penegang paspor yang berl aku dari setiap Pi hak nerujuk kepada
Persetujuan ini diperbol ehkan nemasuki atau neninggal kan w | ayah
Pihak lainnya di tenpat nmanapun yang diijinkan untuk maksud
tersebut oleh pihak imgrasi yang berwenang, tanpa penbatasan
apapun kecuali di tenpat-tenpat vyang telah ditentukan dalam
ket entuan keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan serta
ketentuan |ainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada
penegang paspor Yyang berlaku, nerujuk kepada Pasal 1 Persetujuan
ini.

Pasal 4
VI SA BAG ANGGOTA M SI DI PLOVATI K DAN KONSULER

Warga negara dari masing-nmasing Pihak yang nenmegang paspor
yang berlaku, nerujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, dan
di t ugaskan sebagai anggota msi diplomatik atau konsul er di dal am
wi layah Pihak lain, termasuk anggota keluarga nereka (istilah
anggot a kel uarga neruj uk kepada pasangan dan anak-anak yang bel um
meni kah), disyaratkan untuk nenperoleh visa masuk yang sah dari
kedut aan besar Pi hak | ai nnya.

Pasal 5
HAK | NSTANSI BERWENANG

Kedua bel ah Pihak nmem |iki hak untuk menol ak nenberikan ijin
masuk bagi perorangan yang dianggap tidak diharapkan masuk atau
yang dapat nenbahayakan keanmanan mnasyarakat, ketertiban unum
kesehat an unum at au keanmanan nasi onal dan untuk nenperpendek nasa
tinggal bagi nereka yang tel ah berada di wi | ayah Negara Peneri na.

Pasal 6
PENUNDAAN

1. Masi ng- masi ng Pi hak dapat nmenunda senentara waktu, secara



kesel uruhan atau sebagi an, pelaksanaan Persetujuan ini

dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau
kesehat an umum

2. Ber | akunya maupun ber akhi rnya ti ndakan sebagai mana di sebut kan
dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pi hak

| ai nnya nel al ui sal uran di pl omati k.

Pasal 7
CONTOH DAN PENERBI TAN PASPOR
ATAU DOKUVEN PERJALANAN

1. Kedua Pi hak saling nenukarkan contoh paspor yang di gunakan
ol eh masing-masing Pihak nelalui saluran diplomatik dalam
kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini,
dan setiap Pi hak harus nenberi kan Pi hak | ai nnya cont oh paspor
baru apapun dal am kurun waktu 30 hari sebel um pener bi t annya.

2. Kedua Pi hak saling nenberitahukan satu sama |ain nengenai
adanya perubahan hukum nasional yang diberlakukan terkait
dengan pener bi tan paspor.

3. Jika seorang warga negara dari setiap Pihak kehilangan
paspor, nerujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, di dalam
wi l ayah  Pihak |ainnya, maka yang bersangkutan harus

nmenberit ahukan kepada Pi hak berwenang dari negara tuan rumah
untuk tindak |anjut yang diperlukan. Msi diplomatik atau
konsul at yang bersangkutan akan nengel uarkan paspor atau
dokunmen perjalanan baru kepada warga negara tersebut dan
menberit ahukan kepada pi hak yang berwenang dari negara tuan

r umah.
Pasal 8
PENYELESAI AN PERSELI SI HAN
Setiap perbedaan atau perselisihan yang tinbul dari

penafsiran atau pel aksanaan Kketentuan persetujuan ini akan
di sel esai kan secara danmai nelalui konsultasi atau perundingan
antara Para Pi hak.

Pasal 9
AVANDENEN

Persetujuan ini dapat diamandenen atau direvisi, apabila
di pandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersanma secara tertulis
ol en Para Pi hak. Amandenen dan revisi tersebut akan berl aku pada
tanggal yang ditentukan ol eh Para Pi hak.

Pasal 10
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKH RAN
1. Persetujuan ini nulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari
tanggal diterimanya penberitahuan terakhir dinmana Para Pihak
sal i ng menber i t ahukan Pi hak | ai nnya el al ui sal uran

di pl omati k bahwa senua persyaratan untuk nulai berlakunya
Per set uj uan i ni sebagai mana di atur ol eh peraturan perundangan
nasi onal masi ng- masi ng negara, telah dipenuhi.



